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Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai
masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian
penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyel esaikan masalah disebutkan
dalam putusan Mahkamah Konstitust Nomor 22 / PUU-XV / 2017. Oleh karena itu untuk mengatasi
masalah ini, penulis menggunakan formulir penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan
didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menganalisis data
yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa batasan usiaminimal 16 tahun pernikahan bagi wanitatidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat
sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan ini, oleh Oleh karenaitu, legislator harus melakukan kgjian
langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pendampingan dari organisasi dan lembaga masyarakat
yang bersangkutan untuk mendapatkan batasan usia minimal untuk menikah

pantas dan pantas, terutama bagi perempuan untuk diatur dalam UU Perkawinan dan memecahkan masalah
pernikahan di bawah umur di Indonesia.

...... The provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which regulates the minimum age for
marriage, raises various problems related to underage marriage. The Constitutional Court's Decision granted
the Petitioner's request to increase the provisions for the age limit of marriage for women, attracting the
attention of the author for research on how judges' legal considerations in solving problems are mentioned in
the Constitutional Court decision Number 22 / PUU-XV / 2017. Therefore, to overcome this problem, the
author uses a normative juridical research form that is descriptive analytical, and is supported by secondary
data. In addition, this study uses a qualitative approach to analyze data obtained from literature studies and
interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that the minimum age limit of 16 years
of marriage for women is no longer in accordance with the conditions of society so it is necessary to change
this provision, therefore, legislators must conduct a direct study to the community by involving assistance
from the relevant community organizations and institutions for get the minimum age for marriage
appropriate and appropriate, especially for women to be regulated in the Marriage Law and solve the
problem of underage marriage in Indonesia.
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